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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SU!.AWESI BARAT

Nomor :O 5 tXPtsfiProv ' 033/20'll

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA IE!I!]!IHAN 
UMUM KEPALA DAERAH

DAN *AKIL KEPAd;;,ennn PNOUNSi SULAWESI BARAT TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN Ut'llUM PROVINSI SULAWESI BARAT

bahwa untuk kelancaran perigelolaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan wakil

Kepala Daerah Provinsi sulawesi Barat, perlu ditunluk Pegawai Negeri sipil yang

diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaransebagaiBendaharaPemilukadapadaKomisiPemilihanUmumProvinsi

SulawesiBarat;

bahwa Pegawai Negeri sipil Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada

huruf (a) di atas,'perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum

Provinsi Sulawesi Barat'

undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian

sebagaimana diuoah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran

Negara Repuhlik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

.Undang.undangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara(t.91!lran
Negara Rt Tahun ZOOi ttomor 37, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4286);

3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negata ( Lembaran

f'fng.rj Rl Tahui aOOA Uomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nornor 4355) ;

4. undang - undang Nomor 26 Tahun 2004 tentallg Pembentukan Provinsi sulawesi

Barat 
- 

( Lembian Negara Rl Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor 4422)',

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

I L.tdrtrn Negira Rt Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl

Nomor 4721);

6. Kepulusan Preslrlen Nomor 70 Tahun 200't tentang Pembentukan komlsi pemillhan

Umum;

T, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belania t'legara (APBN);

L Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pola Organisasi,dan trata Kerja

b.

KOMISI PE$ntLlHAt'l UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

KomisiPemilihan Umum;

9. Peraturan Msnteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolahan Belanja Pemillhan umum Kepala Daerah dan Wakll Kepala Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
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11. Perafuran Menteri Keuangan' Nonror 134 I PMk.06 I 2A05 tentang Pecloman

Pembayaran dalam Pelaksqnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan

Peraturan Komlsl Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/t(ota;

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/P812005 tentang

Mekanlsme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja

Negara;

1 Hasil Rapat Pleno KPU Prov. Sulbar tanggal 13 April 2011

2. Surat Kepala Bino Keuangan tanggal 13 Mei201'l

MEMUTI.'SKAN

Menunjuk sd(i)Zani Harny Hz, sE Nip.19790126 200312 2 012 pangkauGot. Penata

Muda, lll/a sebagai Bendahara Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam jabatan tersebut diatas

dengan berpedoman pada uraian fugas sebagaiberikut:

1 Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguii kebenaran
perhitungan tagihan sefta menguji ketersediaan dana sesuai dengan pnrintah bayar
atasan lansung bendahara;

2 Wajib mengadakan pencatahn/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap
tansaksi penerimaan dan pembayaran;

3 Bertanggungjawab atas isidan keselamatan kas yang dikelola;4 Bertanggurgjawab secara pribadi atas pembayaran ylng dilaksanakan;5 }ilembuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluar:n kas/barangl dan6 Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsun! bendahara.

Segala biaya yang ti,mbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada
anggaran Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeriruan didalamnya akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pad tanooal : 13 Mei 1

-

TeJttbusqn Dlsamoalkan Keoada yth :
1. Ketua Eadan Pemerlksa Kauangan dl Jakarla;

!. [cpr! Bedan Pcngawaran Kctia.nganrtan pemhangunan dl Jakarta;
3. Sekretarls JenderalKomlsl pemlllhin ttmum dlJakaia; 

'; -- '-"-'
4. Gubomur Sulawesi Barat dl Mamutu;

!. llepala llspektorat 
prov,tnsl SutawistBaratdt MamuJu

9.[epap lGntor Petayanal f"S$glaraan lregira Mamulu diMamuju;

I l:ll bersanskuran untuk dtkerahuldan alperd;rran sep",rrn

:j 1,-'


